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BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ /6 /003/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL

Menimbang

Mengingat

1.

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

BUPATI SRAGEN,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara
berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh
indeks kepuasan masyarakat;

. bahwa untuk Kketertiban dan kelancaran pelaksanaan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



10.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 708);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan
Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun
2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun
2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 63);

Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2019 tentang
Standar Biaya Harga Kabupaten Sragen Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 64)

b
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11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 78).

MEMUTUSKAN:

Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan Bupati ini.

Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
sebagai berikut:

a. melakukan  perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
pengolahan data dan penyajian hasil survei;

b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam
pelaksanaan survei;

c. menetapkan teknik survei; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun

Anggaran 2021.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal [/ ~/ - 202/

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1.

2
3.
4

Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen;
. Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Sragen;

Anggota tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 800/ (& /00372021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP  PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

NO

NAMA
NIP
PANGKAT / GOL. RUANG

LINAS KEDUDUKAN
JABATAN DALAM DALAM TIM

TUGIYONO, S.H.
NIP. 19670708 199303 1 010

Kepala Dinas Penanaman Modal | Ketua
dan Pelayanan Terpadu Satu

Pembina Utama Muda (IV/c) Pintu
2. | MI ANIEK WINDARSIH, S.H, M.M. | Kabid Informasi, Pengawasan | Sekretaris
NIP. 19630708 198812 2 001 dan Pengaduan Dinas
Pembina (IV/a) Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. | SRI MULYONO, S.Sos, M.Si Kasi Pengawasan dan | Anggota
NIP. 19691119 199703 1 002 Pembinaan Dinas Penanaman
Pembina (IV/a) Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
4. | SUHARYONO, S.H. Kasi Pengaduan dan Partisipasi | Anggota
NIP. 19700523 199010 1 001 Masyarakat Dinas Penanaman
Penata Tingkat I (I1I/d) Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
5. | YUSTINA NUGRAHAENI, S.S. Kasi Informasi dan Pengolahan | Anggota
NIP. 19830302 200604 2 010 Data Dinas Penanaman Modal
Penata Tingkat I (I1I/d) dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
6. | Drs.WIJIYANTO Kasubbag Pelayanan Publik dan | Anggota
NIP. 19670313 199603 1 001 Tatalaksana Bagian Organisasi
Penata Tingkat I (I1I/d) Sekretariat Daerah
7. | YULIANANTO DONI P, S. Kom. Fungsional Pranata Komputer | Anggota

NIP. 19840707 200903 1 003
Penata (I1I/c)

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu




